BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebijakan mengenai pengamanan pasir, kerikil, dan batu di lingkungan

sungai dan pesisir di Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 16 Tahun 2003. Tindakan yang telah dilakukan Pemerintah

Kabupaten Bantul dalam rangka pengamanan pasir di wilayah pesisir di

Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

I.

Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 oleh Dinas/Instansi
terkait.

Penyuluhan dan pembinaan oleh Dinas/Instansi terkait tentang teknik
penambangan yang benar dan dampak penambangan terhadap kerusakan
lingkungan.

Pembinaan, pengawasan dan penghentian aktifitas penambangan dilokasi
membahayakan.

Pemberdayaan masyarakat dengan bantuan modal untuk alih profesi,
transmigrasi dan untuk menjadi tenaga kerja di luar negeri.

Stimulan pada para penambang.

Pemasangan patok batas di zona larangan dan papan larangan.

Inventarisasi penambang dan pembinaan kepada masyarakat maupun

pengusaha.
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Pemantauan rutin bersama Dinas/Instansi terkait dan peringatan pada saat
pengambilan pasir pantai.

Pengaruh dari tindakan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten

Bantul tersebut pada masyarakat dan para penambang pasir adalah sebagai

berikut:

1.

2

Timbul kesadaran untuk melestarikan lingkungan.
Masyarakat semakin tahu adanya Peraturan Daerah Nomor 16
Tahun 2003 dan sadar untuk mentaati Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku.

. Kegiatan penambangan pasir liar secara bertahap dapat berkurang bahkan

masyarakat sepakat untuk menghentikan kegiatan penambangan tersebut.
Alih profesi para penambang dari kegiatan menambang pasir ke kegiatan
bertani, beternak dan perikanan.

Dalam pelaksanan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 terdapat

beberapa kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu:

1.

Masih kurangnya kesadaran sebagian para penambang tentang kerusakan
lingkungan.

Dari segi ekonomi rakyat karena desakan kebutuhan hidup, masyarakat
menggantungkan hidup pada kegiatan penambangan pasir.

Para penambang tidak mempunyai keahlian lain, mereka hanya mempunyai
keahlian untuk menambang pasir sehingga menambang pasir merupakan mata

pencaharian bagi mereka.
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4. Para penambang kesulitan dalam mencari alternatif profesi lain.

5. Masih adanya pihak pembeli (truk) yang masih aktif mencari pasir.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 nampaknya tidak
sepenuhnya berjalan efektif. Hal itu karena setelah adanya Peraturan Daerah
tersebut para penambang jadi semakin sadar akan adanya bahaya kerusakan
lingkungan akibat adanya penambangan pasir yang telah mereka lakukan, tahu
mengenai teknik penambangan yang benar dan peraturan-peraturan terkait dengan
penambangan. Selain itu juga ternyata mempengaruhi volume pengambilan pasir
yang semakin berkurang. Pemerintah daerah juga dapat menangkap armada dari
kegiatan penambangan pasir. Namun, setelah adanya Peraturan Daerah tersebut

dan adanya penertiban ternyata masih saja terdapat penambangan pasir liar.*’

B. Saran
1. Perlunya dibentuk Dinas Pertambangan di Kabupaten Bantul terkait adanya
aktivitas dan potensi pertambangan bahan galian golongan C di Kabupaten
Bantul.
2. Ketentuan-ketentuan yang sudah ada dilaksanakan dengan tegas dan
menindak tegas pihak-pihak yang telah melakukan pelanggaran terhadap

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003.

37 Hasil wawancara dengan Sudaryono, Staf Perizinan Dinas Pengairan Kabupaten Bantul, pada
tanggal 3 Mei 2008.
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR b TAHUN 2003
TENTANG

PENGAMANAN PASIR, KERIKIL, DAN BATU
DI LINGKUNGAN SUNGAL DAN PESISIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

bahwa Kegiatan penambangan pasir, kerikil, dan batu serta sumber daya alam
lainnyva yang dilakukan pada zona-zona tertentu yang tidak terkendali dapat

_menimbulkan  kerusakan lingkungan hidup dan akan berdampak

membahayakan perikehidupan ‘dan kesejahteraan manusia serta makhiuk
hidup lainnya;

babwa  untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup - dipandang periu
melakukan upava pengamanan melalui pengendalian dan pengawasan
kegiatan penambangan pasir, kerikil, dan batu serta sumber daya alam
lamn\a vang d\lakuk'\n di lingkungan sungai dan pesisir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b,
pertu menctapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pengamanan
Pasir, Kerikil, dan Batu di Lingkungan Sungai dan Pesisir;

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dearah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara
tanggal 8 Agustus 1950);

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok ™

Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan
L.embaran Negara Nomor 3475); . '

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ‘(Ler.nbaran
Negara 'ahwmn 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Eonservasi Sumber Daya
Alam layati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 349);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup (l.embaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, TTnbahan Lembaran

Nogarn Nomar 379
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Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara ‘Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839,

Peraturan Pemerintih Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai
Berlakunyva Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan |5 (Berita Negara
tanggal 14 Agustus 1950);

Peraturan Pemer;ntah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pertambangan (f.embaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan
l.embaren Negara Nomor 2916) scbagaimana telah beberapa kali diubah
werakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 ‘Tahun 2001 (Lembaran
Negara Takun 2001 Nomor 141, Tanibahan Lembaran Negara Nomor 4154);

Perasuran Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-
Bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 . Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3i74);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air
(Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5225);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran
Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);

‘l’aratufan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

Peraturan - Meateri Pekerjaan Umum Republik — Indonesia  Nomor
G3PRTITI993 tentang CGaris Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai,
Dacrah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;

Peraturan Dacrah Kabupaten Dacrah 'l‘ingkn‘toll Bantul Nomor 5 Tahun 1987
tantang  Penvidik  Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan  Pemerintah
Kabupaten Dacrah Tingkat 11 Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 7

Tahun 1987):

Peraturan Dacrah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun
2000 Seri 13 Nomor 14):

|

b
Peraturan Dacrab  Kabupaten Bantul Nowor 28 Tahun 2000 tentang

. Penctapan Kewenangan Bukan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah

Tahun 2000 Seri D Nomor 15);




17, Peratwran Dacrah Kabupaien Bantul Nomor 37 Tahun 2000 tentany

; Pembentukan dan Organisasi Kantor Satuan Polisi P among Pray Kabupaten
J ' Bantul {Lembaran Daerah Tahun 2000 Se:i D Nomor 24);

| 18, Peraturan Dacrah Kabupaten Bantul Nomor 39 Tahun 2000 temany
Pembentukan dan Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkuagan
Kabupaten Bantul {(Lembaran Daerah Tahun 2002 Seri B Nomaor 26 );

19. Peraturan Dacrah Kabupaten Bantul Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Pembentukan dan Organisasi Dinas Pengairan Kabupaten Bantul (Lembaran
Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 41);

i o Dengan persctujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERATT KABUPATEN BANTUL.
'MEMUTUSKAN :

ipkan : PL.RATURAN DAERAH TENTANG PENGAMANAN PASIR, KERIKIL, DAN
BATU DI LINGKUNGAN SUNGAI DAN PESISIR.

f " BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal |

l‘
n Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

ierah adalah Kabupwtcn Bantul;

:merintah Daerah acalah Bupzm beserta perangkat dacrah otonom vang lain scln\g,al Badan
mekuuf Daerah:

‘\pau adalah'Kepala Dasrah Kabupaten Bantul;

pdan Pengendalian Dampak Lingkungan adalah Badan Peagendalian Dampak fingkungan

abupaten Bantul.

mas Pengairan adalan Dinas Pengairan Kabupaten Bantu':

,'\mor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
antul;

ingkungan Hidup adalah kesatuan ruang, dengan semua benda, daya keadaan dan makhiuk
idup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi k\l'mg,:unmm

Lrnkehtdupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya;
-asir, kerikil dan batu adalah pasir, kerikil dan batu serta tanah halus (lunih) ving berada di
tas dan atau di dalam tanah atau sungai, saluran dan pesisic yang dikuasai oleh Pemerintah

daerah;
)ung,m adalah tempat-tempat dan w'\dah-w'\dah serta jaringan pc.nguhmn air mubaydari mata

iir sampui muara dengan dibatasi kanan dan Kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh yaris
,empadan sungai;

Jaris sempadan sungai adalah g,ans batas luar sunw vang ditetapkan  herdasarkan
mmmbang,an teknis psngamanan sungai; . "(‘" sempadar

Garis sempadan pesisiv adalah garis batas luar penmmanan pesisir vang be rjatar sekusang:
kurangnya 1000 M (seribu meter) dari batas luar tepi p.mmn yang munpun\ e, mm‘u untm
mempertahankan kz.le‘.t'manlung,sn pesisic, “_» A Fp o w0 0F e ST0R W
Pesisir adalah lingkungan perairan pantai, lingkusgan -p‘\m.\i i scmhn dan Imgku s
darctan pantai vang dibatasi oleh garis sempadan pesisir pantai; .
Zona-zona tertentu adalah kawasan atau hingkungan tertentu vang
pung,'\mbtl'm pasir, kerikil dan batu serta biota hmm'\

ans. v g e Alamant a°
6M hg s

dilarang untuk Keg atan

nia@“ﬁ!fls "“*0‘3\*\/€r e ”t“” cy'\‘*wy 4
! > 1000 ™M Ar paLe
d gt o Tuloy et ik



BAB Il
PENGATURAN PASIR, KERINIL DAN BATU
i Pasal 2

Lir, kerikil, dan bawu merupakan salah satu sumber dava alam yang mempunyai lungs
iba guna bagi kehidupan manusia.

sir, kerikil, dan batu sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilindungt dan dnapa
lestariannya, untuk meningkatkan fungsi dan Kemanfaatannya, schingga  perusakan
gkungan dapat dicegah dan dikendalikan,

Pasal 3

lam rangka pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 2, Bupati dapat menctapkin :

garis sempadan, dacrah mantaat sungai dan daerah penguasaan sungai:

pengaturan dacrah di antara dua garis sempadan sungai yang ditetapkan sehagat ducrah
manfaat sungai dan daerah penguasaan sungai,

pengaturan bekas sungai;

garis sempadan, daerah manfaat pesisir dan daerah penguasaan pesisir:

penceégahan dan penangguiangan pencemaran kerusakun sungai dan lingkungan pesisir

dari berbagai usaha atau kegiatan.

alaim rangka untuk perlindungan terhadap kelestarian alam dllamm‘., mclal\uk m kematan
cngambilan pasir, kerikil dan bafu serta biota lainnya pada Zona-zona tertenty sesvai (lcngun 4
Jo:raturam perunld.\ntv-und'\|15a11 yanb 3 berlaku. : LB

h [y

i

D*metapan ebagalmana dimaksud ayat (1) dan penetapan zona-zona tertentu schagaimani

ldnnaksud ayat (2} diatur lebih lanjut oleh Bupati. ,

; : INT R U

Pasal 4
- SUMAMKI
’Puvncanaan dalam rungka pc.laks.uumn pemblr‘ann diselenggarakan oleh Pemerintah Duerah /
sberdasarkan kesatuan sungai dan lmg,l\ungan persisir, == /{(/l. ut ol
é,-/r\(/‘/ﬂumg)(

{ Perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi kegiatan :

Ja. inventarisasi dan registrasi sungai dan pesisir beserta bangunan-bangunannya;

b inventarisasi potensi don sifat-sifat ';ung'\i dan puai\‘ir'

ic. penetapan rencana pembinaan sungai dan pesisir dan penetapan pedoman pelaksanaan

pembina 'n; *
~d. inventarisasi profil lingkungan sungai (rona lingkungan sungai). f

, BAB III
PEMBINAAN
Pasal 5

} Untuk meningkatkan kesacaran dan kemampuan teknis pihak-pihak yang berkepentingan
dalam kegiatan penambangan, periu dilakukan puuhm.mn teknis  agar pelaksanaannya
dilakukan secara tertib sehingga tidak merusak sunygai dan pesisir.

) Pembinaan sebagaimima dimaksud ayvat (1) dilukukan oleht Dinas i’cnguirun bekerju sunw

“dengan instansi terkait agar pu\.\mbangnn di sungai maupun i pc.smr udak merusak

kelestarian lingkungan dan bangunan di sekitarnya.



BAB IV
- PENGAMANAN, PENGAWASAN DAN PENGLNDALIAN
Bagian Kesatu
Pengamanan
Pasal 6

anan sungai dan pesisir adalah -segala usaha dan tindakan untuk melindungi,
nankan dan melestankan fungsi sungai dan pesisir termasuk bangunan pengairan dan
an seria biota lainnya pada zona-zona tertentu.

Pasal 7

“igamanan sebagaimana dimaksud Pasal 6 merupakan tindakan yang dilakukan untuk
ncegah terjadinya hal-hal yang membahayakan lingkungan,

agamanan sebagaimeia dimaksud ayat (1) meliputi

mgamanan sungai dan pesisir,

meriksaan secara berkala atas pengambilan pasir, kerikil dan batu;

sngamanan dalam kaitannya dengan pemanfaatan dan penggunaan pasir, kerikil dan butu,

pgamanan sebagaimana aimaksud ayat (2) dilakukan olch l\antor Satuan Polisi Pamony
ja berkerja sama dengan instansi terkait.

a cara pengamanan sebagaimana dimaksud av.u (1), avat (2) dan ayat (3) diatur ichih
jut oleh Bupati. i

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 8

nan Penhgawasan meliputi pemantauan pelaksanaan agar sesuai dengan persyaratan tehnis,
avan perubahan kondisi di lapangan, pemberian tegoran atas pelanggaran vang tenadi,
iian saran dan tindakan pencegahan dan pengamanan, pemeriksaan dan pembuatan laporan
‘Bupati yan_g' berkaitan dengan pelaksanaan penambangan.

Pasal 9
hgawasan teknis Kegiatan penambangan di sungai dan pesisir merupakan tangrung jawab
nas Pengairan dan instansi terkait lainnya,
S ) . y
ngawasan dalam rangka pengamanan pad zona-zona tertentu di Daerah diliksenakan olen
ntor Satuan Polisi Pamong Praja bersama-sama dengan instansi ferkait, sesuai desgan
~wenang dan tanggung jawab menyelenggarakan upaya pengamanan dan pengaw s
haddp pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan,

2 cara pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (13 dan avat (2) diatur lebih fanjut olch
lpc‘“

Bagian Ketiga
Pengendalian
Pasal 10

lam rangka penanggulangan bahaya kerusakan lingkungan, Bupati menctapkan

tata cara penanggulangan bahaya kerusakan lingkungan;

pedoman tentang langkah-langkah penanggulangan bahaya kerusakan baik sebelum
maupun sesudah adanya kerusakan,




(2). Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksuc ayat (1} diatur lebih lanjut olzh Bupati.
Pasal 11

Bupati mengkoordinasikan  penanggulangan baﬁaya kerusakan  lingkungan dengan
inengikutseftakan instansi terkait den masyarakat yang bersangkutan,

Pasal 12

Palam keadaan bahaya kerusakan lingkungan Bupati Luwunam. mengambil tindakan darurat

una keperluan pengamanan.,
Pasal 13

¥
lr
lPemermtah Daer'\h memasang., rambu-rambu dan tanda-tanda larangan pada zona-zona yang telah
Hn tentukan,

Pasal 14 ey

»etmp orang wajib ikut serta menjaga kelestarian lingkungan dan rambu-rambu dan tanda-tanda

arangan dalam rangka pengaimmanan dan pengawasan lerhadap para plhak yan;, y tidak bertan;,;,un;,

awab dalam kelestarian lingkungan.

)

| . e
i . Pasal 15
!

“elaksanaan pengawasan schigaimana «.iimaksud Pasal 8 dilakukan dengan ketentuan sebagai
)LrlI\Ul

% sehari-hari di lokasi penatnpangan aleh petugas pengawas lapangan,

). secara berkala dan sewakiu-wakiu melakukan pengawasan dan pemantauan di lapangan;

L melaporkan-hasil peogawian kepada Bupali Bantul, '

RABV
KETENTUAN PIDANA
" Pasal 16
l) Setiap orang vang melangyar kerenluan m.lm'.-,.nnmna aimaksud Pasal 3 jayat (2) dan Pasal 14
diancam pidana Lurum..m palmg fama 3 (tiga) bulan atau dendd' paling banyak Rp
5.000.000,- (lima juta ruprah) '

2) Tindak pidana scbagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran,
' Pasal 17
i .
ielair tindak pidana yarg diawr Paz 2l 16, apabila melanggar tindak pidana sebagaimana diatur
Indang-undang Nomor 23 “Tubun 1997 tentang Pergelolaan Lingkungan Hidup dan atau
‘}:mturan perundang-undingan mnnya dikenai pidana sesuai dengan peraturan perundang-
mdangan yang mengaturnyva,

BAB VI

KIEVENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah ‘Daerah diberikan

wewenang khusus  sebagai |u,n\|d|l\ untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daeraly ini.

»
B




Dalam melaksanakan tuga: penyidikan, P\.n\'ldlk Pegawai Negeri Slpll sebagaxm'ma
dimaksud ayat (1) berwenang ;

a.
b.
c
d.

€.

i

menerima, Irencari rm,xmmmulkan dan nieneiiti keterangan atau laporan berkenraan
dengan tindak pidana;

mencliti, mencari dan mengumpulkan l.etcr«n;,an mengenal orang, pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
meminta, keterangan dan barang bukti dari orang, pribadi atau badan sehubungan
dengan tindax pidana;

memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana; '
melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukaan, pencatatan dan

"dokumen-dokumen lain serta melakukun penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rargka pelaksanaan tugas penyidikan tidak pidana;
menyuruh berhenti, melarang sescorang meniuggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan mem"riksa identitas orang dan atau dokumen
yang dibawa sebagmmana dimaksud pada huruf e

mengambil sidik jari dan memorcet sescorang, yang, berkaitan dengan tindak pidana;
memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi;

menghentikan penvidikin sctelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak
terdapat cukup bukti atau peristiwva tersebut bukan merupakan tindak pidana dan
selanjutnya melalui penyidik POLR! memberitahukan hal tersebut kepada penuntut
umum, tersangka atau kelusrganvi

melakukan tindakan lain vang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pldana
menurut hukum vang dapat diperianggungjawabkan, :

gl=

BAB Vil
RLTENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

entuan yang mengatur lentang peiaksanaan vang mengatur tentang penambangan pasir, kerikil
| batu’yang lclnh dikeluarkan olei Pemerintah D’u,mh sebelum berlakunya Peraturan Daerah
ch nyat'\kan tidak berlaicu.

i
|
|
1‘

BAB VI
NETTENTUAN PENUTUP
Pasal 20

[

" ituran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

I
i




agar setiap orang dapal miengetitioonva, memerintabkan pengundangan Peraturan Dacrah ini
engan penempatannyi dat-un bensbaran Dacrah Kabupaten Bantul.

o
1

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 September 2003

elah mcnaapatkan persctujuan A .
JEWAN PERWAKILAN RAKY AT DAERAH KABUPATEN BANTUL
engan Keputusan DPRD

lomor s VW /ICRY/8reD jTo0x
anggal - 30 September 2003

‘>i11ndaﬁgkan di Bantul
eptember 2003

LEMBARAN DACZRAHM KABUPATEN BANTUL
SERIC NOMOR 2 "AMUN 2003




PEMJELASAN
ATAS
PERATURAN JAERAH KASUPATEN BANTUL
NOMOR 1o TAMHUN.2003
TENTANG

PENGAMANAN PASIR, KERIKIL, DAN BATU
DI LINGKUNGAN SUNGAI DAN PESISIR

il

PENJELASAN UMUM

Pasir, kerikil dan hatu merupakan sa’ah satu sumber daya alam yang sangat diperlukan oleh
masyarakat dalom pelaksanaan pembangunan, schingga pengelolaannya harus didasarkan atas
azas kemanfaatan, kescimbangan dan Kelestarian, agar ddpdl memberikan manfaat sebesar-
besarnya bagi kemakmuran rakvit.

Dalam rangka mencegah werjadin: o gangguen kescimbangan ekosistem yang disebebkan oleh
" penambangan pasiz, kerikil dan batu secara tidak benar dan berlebihan yang dapat
menimbulkan kerusakan pada sirubtus tanah dan membahayakan lingkungan sekitarnya,
maka perlu adanya upaya pengamanan melalui pengendalian dan pengawasan terhadap
kegaitan dimaksud.

Dengan berkembangnya puwb.m"un'm dan bertambahnya jumlah penduduk, sangat dirasakan
peningkatan kebutuban akan pasir, k2rikil dan batu schingga memerlukan pengawasan dan
pengendalian secara elektil agar serjuga kelestariannya,

Berdasarkan pertimbangan schaguimana dimaksud di atas periu segera menetapkan Peraturan

Daerah Kabupater Bantui 1utun" Pengamanan Pasir, Kerikil, dan Batu di Lingkungan
Sungai dan Pesisir.

PENJELASAN PASAT DIV £ A SAL

Pasal |
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasa! 3 '
~ Cukup jelas
 Pasald
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan instans? terkait adalah ;
I, Diras Peagairan Kabupaten Bantul,
2. Dings Pebetiann Umum Kabupaten Bantul:
30 Badae Pengeseidion Dampak Lingkungan (Bapedal) Kabupaten Bantul,
4. Badan Perencinaan Pembangunan Daerah (i3appeda) Kabupaten Bantuf.,
Pasal 6
Cukup jelas.




sal 7

Avyat (1)

Cuhup jeias

Ayat (2)
i Cukup jelos
| Ayat(3)
; Yang dimaksud dengan instansi terkait adalah :
| . Kepo'isian Resort (Polres) Bantual;
; ' 2. Komando Distri' Mifiter (Kodim) Bantul;
| 3. Kepobisian Schion (Polsek) setempat;

4, Komando Ravon Militer (Koranil) setemipat.
Ayat (4) '
' Cukup jclas
sal 8
~1 Cukup jelas.
sal9
Ayat (1) ~ .
Yang dimaksud dengan instansi terkait sama dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2)
Ayat (2),
Yang dimaksud densan instansi terkait sama dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3)
Ayat(3)
Cukup jelas
ssal 10 '
; Cukup jelas.
isal 11
Yang dimaksud dengan Masyarakat yang bessangkutan adalah ;

! . Lenbuga Swadave Musyarakat yang berperak di bidang lingkungan hidup;
[l 2. Masyarakat pemerhati lingkuagan:
‘: 3. Masyarakat sctempat.

asal 12
| Cukup jelas.
asal 13
| Cukup jelas.
asal 14
‘; Cukup jelas.
asal 15
. Cukup jelas.
' asal 16
Cukup jelas.
asal 17
' Cukup jelas.
asal 18
Cukup jelas.
‘asal 19
Cukup jelas. .
‘asal 20 ‘
Cukup jelas.




i

T

BUPATI BANTUL
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR * 2 3’ TAHUN 2007
TENTANG

TUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAM KABUPATEN BANTUL NOMOR 16
HUN 2003 TENTANG PENGAMANAN PASIR, KERIKIL DAN BATU DI LINGKUNGAN

ngingat :

-

SUNGAI DAN PESISIR
BUPATI BANTUL,

bahwa untuk mencapai daya guna dan hasll guna pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengamanan
Pasir, Kerikil dan Batu di Lingkungan Sungal dan Peslslr, perlu ditetapkan
petunjuk pclaksanannya;

bahwa Lerdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, periu
menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003 tentang
Pengamanan Pasir, Kerlkil dan Batu di Lingkungan Sungal dan Pesisir;

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Pertambangan;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;

UUndang-Undang Nomor 5 Tahuin 1990 tentang Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Undang-Undang Nonior 23 Tahun 997 Pengelofaan Lingkungan Hidup;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaiinana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraluran Femerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai
Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15,

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1968 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan
Pckok: Pertambangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980£tentang Penggolongan
Bahan-Bahan Galian;

4
J



10.Peraturan Pemeriniah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan
~ Air;

11.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang' Sungai;

12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai
Jdampak Lingkungan Hidup;

13.Peraturan Mentari Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis
Sempadan Sungai, Daerah-Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungal
dan Bekas Sungai; “--

14.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Bantul Nomor 5 Tahun

1987 tentang Penyidik Pegawaj Negeri Sipll di Lingkungan Pemerintah -
P Kabupaten Daerah Tingkat 1! Bantul;

15.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 37 Tahun 2000 tentang

| Pembentukan dan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
' Kabupaten Bantul;

16.Peraturar Daerah Kabupaten Baniul Nomor 39 Tahun 2000 tentang

Pembentukan dan Organisasi Badan Pengendallan Dampak Lingkungan
Kabupaten Bantul;

‘17.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor §4 Tahun 2000 tentang
Pembentuvkan dan Organisasi Dinas Pengairan Kabupaten Bantul;

* 18.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2003 tentang
: Pengarnanan Pasir, Kerikil dan Batu di Lingkungan Surlgal dan Pesisir;

| ‘ ‘
)

5 MEMUTUSKAN :

apkan : PERATURAM BUPAT! BANTUL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

‘\s PERATURAN, DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2003
TENTANG PENGAMANAN PASIR, KERIKIL DAN BATU Dl LINGKUNGAN
SUNGAI DAN PESISIR

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
erah-adalah Kabupaien Bantul;
Jati adalah Kepala Daerat. Kabupaten Bantul;
-aturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003
tang Pengamanan Pasir, Kerikil dan Batu di Lingkungan Sungal dan Pesisir,
merintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
ntor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
ntul;
1as Pengairan adalah Dinas Pengairan Kabupaten Bantu.



BAB 1}
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
Pasal 2

ituan Pasal 3 ayat (1) F_’eraturan Daerzh diatur lebih lanjut sebagai berikut :

stentuan - garis sempadan sungai, daerah manfaat sungai dan daerah penguasaan
;ngan diatur sebagai benkut

Garis sempadan sungal terdiri dari
a) Caris sempadan sungai bertanggul :
1) garls sempadan sungai hertanggul di luar kawasan perkotaan sekulang-
kurarignya 5 {lima) meter di sebelah iuar sepanjang kakl tanggul:
2) garis sempadan sungal dalam kawasan perkotaan sekurang-kurangnya 3 (t:ga)
meter di sebelah luar sepanijang kaki *angqul;
3) garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan sekurang-
kurangnya & (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
4) garis sempadan sungai dalam kawasan perkotaan sekurang-kurangnya 3 (tiga)
| meter di sebzalah luar sepanjang kaki tanggul;

b) Garis sempadan sungai tidak bertanggul :

| 1) garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan pada

‘ sungai besar sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dan pada sungai kecil
sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dlhltung darl tep sungai pada waktu
dltetapkan

2) garis sempadan sungai tidak bertanggui di dalam kawasan perkotaan untuk
sungai vang mempunyai kedalaman sampai dengan dari 3 (tiga) meter
sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung darl tept sungai pada waktu
ditetapkan;

3) -garis sernpadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan untuk
stingai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20
(dua puluh) sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai
pada waktu ditetapkan;

, 4) garis sempadan sungai tidak bertaniggul di dalam kawasan perkotaan untuk

| sungai yang merpunyal kedalaman .ebih darl 20 (dua puluh) meter sekurang-
kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepl sungai pada waktu
ditetapkan.

! Daerah Manfaat Sungai

~Daerah manfaat sungai adalah daerah diantara 2 (dua) garis sempadan yang"

- didasarkan pada criteria:
" 8) penetapan; garis ‘sempadan sungai bertanggul dengan batas lebar sekurang-
‘ kurangnya 5 (hma)‘meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
b) garis sempadan sungai tidak bertanggul berdasarkan pertlmbangan teknis dan
" coslal ekonomi oleh pelabat yang berwenang.

- Daerah Penguasaan sungai
Daerah penguasaan sungai adalah daerah retensi yang ditetapkan 100 (seratus)

meter dari elevasi banjir rencana di sekelling dzerah genangan, sedangkan yang

berupa dataran banjir ditetapkan berdasarkan debit banjir rencana sekurang-
kurangnya periode ulang 50 (lima puluh) tahun.

angaturan bekas sungai sebagai berikut : ’
ekas sungal merupakan inventaris kekayaan milik Negara, yang pemanfaatannya
lakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

engaturan garis semipadan, dasrah manfaat pesisir dan daerah penguasaan pesisir

zbagai berikut :

. Daerah manfaat pesisir adalah daerah antara garis pantai sampai dengan garis
sempadan pantai.
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2. Daerah penguasaan pesisir adalah daerah di dalam garis sempadan pantai yang tidak
dibebaskan.

‘Pasal 3

ltentuan Pasal 3 aya* (2) Peraturan Daerah.diatur, lebih lanjut, sebagén benkut

A sy ez

TR &

na-zona larar.gan penambangan bahan galian golongan C adalah :

semua hamparan sempadan pantai baik milik pribadi maupun negara, sampai batas
maksimum - 3000§(t1qa ribu) meter dari titik pasang tertinggi, kecuali kondisi deposit
mengganggu kepentingan umum;

kawasan 'aboratorium alam;

situs purbakala dengan radius 200 (dua ratus) meter;
zona inti obyek wisata;

zona pelabuhan dan pélelangan ikan;

zona sebelum dan_ seeudah bangunan vital milik pemerlntah (jembatan, dam, dan fain-
iam) sepanjang 5007 (lima ratusymeter kea rah Hulu dan»fl003?(sel;}m&vx eterékea TANDIIE oot

ISR el

.

A

A Pasal 4

tentuan dan tata cara pengamanan sungai dar. pesisir .sebagaimana dimaksud dalam
sal 7 ayat (4) Peraturan Daerah dlatur lebih lanjut sebagai berikut :

tindaaix pengamanan dilakukan apabila berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh
dinas teknis dan instansi terkait maupun tim ditetnukan/terjadi enambangan di zona
larangan;

tindakan pengamanan dapat berupa tindakan preventlf berupa pembinaan dan atau
tindakan represif ber.pa penindakan non yustisi maJapun yustisi; <

.penindakan dilakukan terhadap penambang dan atau seseorang yang membawa hasil
\penambangarn yang berasal darl zona larangan, sesuai peraturan perundang-undangan
yang beilaku;

dialam rangka pengamanan zona larangan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja memasang
rambu dansatau tanca larangan sesual patok ianda batas yang ditentukan/dipasang oleh
Dlnas Pengairan. .

Pasal 5

tentuan dan tata cara pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Daerah
tur lebih lanjut sebagai berikut :

pengawasan pelaKsanaan Peraturan Daerah dilakukan oleh tim yang menangam sungai
yang bersangkutan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing;
laporan hasil pengawasan disampaikan kepada Dinas Pengairan untuk pengawasan pada
wilayah sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;

pengawasan berkala yang dilakukan Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas
Pengairan yang' unsurnya terdiri atas Dinas Pengairan Kabupaten Bantul, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, Kantor Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Bantul dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Bantul.

Pasal 6

Jam pelaksanaan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Dinas Pengairan memasang patok
da batas zona larangan.

BAB ill
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

) Peleksanaan pengawasan dan pengendalian Peraturan Daerah dikoordinasikan oleh
Dinas Pengairan Kabupaten Bantul.




Pelaksanaan penegakan hukum Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Kantor Satuan
Polis: Pamong Praja Kabupaten Bantul.

! Pasa: 8
&turc an Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

‘r setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupat| ini
jan pemuatannya dalam 3erita Daerah Kabupater Bantul.

Ditetapkan di B?n5 "
pada tanggal pPR 20T

BUPATYBANTUL,

WD 'AM SAMAWI

biat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

or 25 -Tahun 2007
jgal 1 2 APR 200

'‘RETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL'

" NIP. 430017838




